BAB 11
TEORI-TEORI KRIMINOLOGI TENTANG PENYEBAB KEJAHATAN DAN
UPAYA PENANGGULANGANNYA
A. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang
memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis
kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh
undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum
memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.Berdasarkan arti
kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an”
yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat,
perbuatan).! Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang
melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang
telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis
kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat
dipidana yang diatur dalam hukum pidana.Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti
tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja
(intentional act) maupun kelalaian (oomission) yang melanggar hukum pidana tertulis
maupunputusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran
dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya
ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian

ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada
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suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga

merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam

keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.

c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara

hukum.

d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.?

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki
arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi
dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.® Sesuai dengan
perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja
belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku
manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai
label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa,
pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang
sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan
konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang
dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat
luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik
dengan penyimpangan sosial.* Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam
berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar

peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi
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hukuman. Aspek sosial artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami
kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar
dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan
oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat
kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya
kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan
orang lain.’

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah
perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan,
menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu,
kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;

2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;

4. Populasi pelaku yang ditahan;

5. Tindakan yang melanggar norma;

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.®

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang
lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan
cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan
juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang
dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi
suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu

diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori
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kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan
bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah
satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan
ketidakadilan ekonomi.”
Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :
1. Teori Biologis
Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah
seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan
penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat
membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku
sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal
serta penyakit mental.Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat
dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis
tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan,
hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku
kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak
lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan
dengan memiliki warisan tindakan yang jahat®.
2. Teori Psikogenesis
Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor
intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,
rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial

dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi
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terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian
atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang
menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku
kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai
macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan
hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustasi. Orang yang frustasi cenderung
lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban
hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis
seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan
jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.’Pelaku kejahatan cenderung memiliki
psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan
tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang
memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya
maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan
sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa
hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya,
hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa
iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu
diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.
Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena
kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak

korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi,
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termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi®®. Faktor
ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang
dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah
keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan
pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak
pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin
akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu
untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena
berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi
pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa
memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat
demi mencapai suatu keinginannya. Teori sosialis mengemukakan bahwa
kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam
masyarakat.Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu
haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran,
keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.
3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis
atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan
kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru.
Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah
yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai
kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan

karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga,
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ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori
ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan
kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal
dengan proses imitation.
4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan
pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh
penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis
penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga
karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. *Faktor ini bisa
menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah
penyebab kejahatandilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat
terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri
pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di
pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta
benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-
orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang
keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung
foya-foya.®® Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi
jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian
kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat
pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga
memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah

keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa

2Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122
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memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor.Faktor
sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.
Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk,
ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga,
keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau
negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme,
dan diskriminasi.
Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:
1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan
kriminil seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya
pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan
oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat
apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal
pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama denan
kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian
terorganisasi serta pengedaran narkotika.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku
sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu

kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.



Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah,
faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga
kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :
1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa
kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah
dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot
kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasikan bahwa angka
pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar
yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat
berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari
golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan
oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa
pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan
dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu
ingin meiliki.

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih

menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya

dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan

terhadap harta benda.



5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang

memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan

pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.**

Kesulitan-kesulitan bagi orang orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi
sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun
lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian
kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan
terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar
masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika
melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya
kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas
sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan,
teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan
manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk,
hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan
perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan
menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa
memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya
saranna transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah
tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas

penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.
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Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak
perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan
di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat
penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab
kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung
menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang
baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan
kejahatan.
2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial,
selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban.
Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh
terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di
antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan
banyaknya kejahatan.
3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang
terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari
padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan
ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di
daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung
mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori Differential Association



Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah

perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni

sebagai berikut:

a.

b.

Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam
suatu proses komunikasi.

Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan
terjadi dalam kelompok personal yang intim.

Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu,
teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan,
dorongan, alasan pembenar dan sikap.

Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik
sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.

Sesesorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan
pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.

Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya,
prioritasnya, dan intensitasnya.

Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan
pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh
mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan
nilai-nilai  umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk

memperoleh uang.™

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan
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Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak
sekali teori yang menjelaskan tentang berbagi penyebab kejahatan pencurian kendaraan
bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori
penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya
kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan
kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku
maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun
setelah terjadi kejahatan.’® Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap
kejahatan yakni, pre-emtif, preventif dan represif.

a. Pre-emtif

Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian
untuk mencegah terjadinya kejahatan.Usaha-usaha yang dilakukan dalam
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai dan
norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap
diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada
niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam
usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya
penanggulangan pre-emtif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan
pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara
memberikan pengertian tentang pentingya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait
lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh
agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap
masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan

memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak
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yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun
elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan
yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang
ditimbulkan secara terus- menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak
berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat
diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis
kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang
marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan,
upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat
melalui usaha yang sistematik untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat
tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan
dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun
menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan
melalui upaya pre-emtif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa
memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa
kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan
yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran
akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah
melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi
dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.*’

b. Preventif
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Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-
emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya
preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan
kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih
baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha
memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi
kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum
terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait
dengan kejahatan.Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain
itupula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang
tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat
harus Dberhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi
melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan
dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang
dapat memengaruhi tingkah lakusesorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya,
memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas
kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan
biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial
ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.
Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat
ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi
seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik.
Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan,

biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga



masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa
melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara
meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan
lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan
upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan
dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik
dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para
ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara
penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar
penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling
berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai
unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi
masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula
dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak
pemerintah (pollitical will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial
(social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta
kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa
kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri
untuk tidak berbuat kejahatan.*® Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak

tersebut adalah dengan cara :
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1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi
pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian
perkara pidana.

2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan
membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.

3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat
cepat, tepat, murah dan sederhana.

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait,
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan
kriminalitas.

5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan
penanggulangan kriminalitas.*®

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa
penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan
adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini
juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya
Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika
keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi
memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan
kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian

diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat
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proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila
pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah
upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran
kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini
terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja.Jika upaya-upaya penindakan yang
dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan
terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya
penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap
pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh

hakim. 2°
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